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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR T5;,TAHUN 1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PtrNEGERIAN BEBERAPA }VIADRASAH

Meninrbang

Mengingat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

: bahwr. dalam menunjang.pembangunan nasional di bidang

pencliclikan, dioandang perlu mclaksanakan Pembukaan dan

Penegelian Madiasah untuk dapat d:jadikan sebagai mooe.l,

motivasi dan pembinaan Madrasah Srvasta disekitarnya;

1. Undang-urrdang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

Pen,lidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989

Ncmor 6, Thmbahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan feperintah Nomor 28 l'ahun 1990 tentang

Pendidikan Dasar' (Ienrbaran Negara Thhur" 1990 Nomor

36, Thmbaharr l-embaran Negara Nomor 3al\;

Peraturan Pemerintah irlonror 29 Tahun 1990 tentan3

Pendidikan Menengah (Lemharan Negara Tahun 1990

Nomor 37, Thmbahan Lembaran Negara Nomor 3113);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahu n 1974 tentang
Pokok-pokok Organisasi Departeme n ;

Keputusan Presiden Non.o, l5 Tahun 1984 tentang
Susunan Organisasi, sebagaimana ieiah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan presi<je.n Nomor 6l
Thnun 1995;

3.

4.

6.I'-eputusanl. .



.)

Keputusan,Bersama Menteri Agama' Menteri Pendidikan

Oun X"Uudayaan d,an Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahurr 19?5,Nomor 037 lUllg'75 dan Nomor 36 Tahun

1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-

sah;

Keputusan Mentcri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang

Susu,,an Organisasi clan Tata Kerja Departemen Agama

yang telah leberapa kali diubah, terakhir dengan Ke"utu-

san lrlenteri .\gama N,omor 75 Tahun 1984;

Keputusan Menteri Agama Nomor +5 Tahun i98l ter'tang

Penyenrpurnaalr Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wila-

yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen

AgamaKabupaten/KotamadyadanBalaiPendidikandan

Latihan Pegawai Teknis Keagi'maan Departemen Agarra;

Keputusan Menteri Agama Nomoi 15 Tahun 1978 tentang

Susunan Organisasi rlan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah

Negeri;

10. Keputusaa Menteri Agama }Iomor 16 Tahun 1078 tentang

Susunan Orghnisasi dan Thta Kerja Madrasah Tsanawiyah

Negen;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Ta,run 1978 tentang

Susrrnan Orgar.isasi dan Tata Kerja lvladrasah Aliyah

Negeri;

Memperharikan : Persetujuan Menteri Negara FenCayagunaan Aparatur Negara

dengan Sirrat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

6.

7.

8.

9.

MEI{UTUSKAN...



-3

Menetapkan

Pe rtama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMI.}TUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
Ky'.AN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.

Mernbuka dan menegeil;an Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lumpiran II Keputusan ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai keteniuan
Pasai I sampai dengan pasal 9 Keputusan Menteri Agr,ma
Nornor 15 Thht'n 1978.

Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi dan Tata
Kerja Madrasah rsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal t sampai riengan pasar 9 Keputusan Menteri Agama
Nornor 16 Tahun lg71.

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan Thta
Kerja Madrrsah Aliyah Neger^ dialur sesuai ketentuan pasal l
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomo: l7
Thhun 1978. .

Ketentuan le'bih lanjut yang diperrukan bagi peraksanaan
Keputusan ini diatur oreh Dirextur Jender ar pembinaan
Kelembagaan Agarna Islam.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Ci Jakarra

pada tanggalt 25 Nopenber )n5

},IINTERI AGAIVIA R.EPUBLI K IDONESIA,

ADILLAH IUURSJID
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Tembusan :

1. Ment'tr Kesra ;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendidikan Can Kebudayaan;

4. Menteri Dalam Negeri R-I . ;

5. Menteri Keuangan R.i- ;

6. Komisi IX DPR-RI ;

7. Ditien Anggaran Departemen KeuanSan R'l' ;

g. sekjen/Di.p" Binbaga Islarrt/D{u" Bimas Islam dan urusan

HajiTt4en/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;

g. paia Gubernur KDH Tingkal I eelu,.h Indonesia ;

10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditien Binbaga

I sl anr / I nspektu r / Kapusli tt'ang Agama / Sekretaris Ditien

Binbaga lilam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen

Aganra Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wiiayah Dr:p.Agama Propinsi/setingkat di

seluruh Indonesia;
L2.ParaKepala Kantor D"P. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh

Indonesia ;

13. Kantor Perbendaharaan dal Kas Negara di sgluruh Indoensia;

14. Biro Hukum dan Humas Dcp"Aganra untuk dokumentasi ;

15. Yang bersangkutan untuk liketahui.
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